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K Penguatan Kapasitas Penatausahaan dar Pertanggungjawaban Keuangan
shara Daerah yang diikuti oleh ASN se-lingkungan Pemerintah Kabupaten

‘Prinkab) Kampar, Provinsi Riau, Rabu hingga Kamis (2-3/8), di Hotel Mersi, Kota

Bukittinggi. 1IST

SURITTINGGI,HALUAN —
Sparatar Sipil Negara (ASN) - se-
wkungan Pemerintah Kabuparen
Pemkab) Kampar, Provinsi Riau mengi-
wan Bimbingan Teknis (Bimieek)
waran Kapasitas Penatausahaan dan
SDertageungiawaban Keuangan Ben-
cthara Daerah selama dua hari di Forel
Merst Ko Bukittinggi, Sumatra Barat,
Rabuhingga Kamis (2-3/8).
Bimbingan peningkatan kapasitas
SN, menghadirkan Rekror Univer
sitts Muhammad Nassir YARSI Bu
irtinged S ridian Wishadi Ahmad ST
MisSe A N seh nerasumber pakar
da (S rata kelola ad-
ministrus pengein oo dan pencairan

clanga e e,
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Rebtor Universitas Muhammad
Natsir Y ARSI Bukirtngyr, Afridian
o Wirahadi Nhmad dafan e maparannya
meovampaikan,  vegalas sistem
pengelolan keuangan pemcerineah daerah
saat ind telah mengualaini sejumlah
perubahaa, ;

“Jika sclamiinl pembayaran tunai,
maha saatini sudah wajib non runai. Jika
selama ini pembayaran manual, sckarang
sudah menggunakan aplikasi Sistem
Inforniasi Pemerintahan Dacrah atau
SIPD™ ujar Rekeor Afridian Wirahadi
\hiad.

la menerangkan, semua sistem

administrasi pemerintahan saat ini, telah
terintegrasi sejak mulal perencanaan
pengangearan, pelaksanaan, penata
usahaan sampai kepada pelaporan dan
pengawasan

Persoalan vang sering terjadi di
lapangan adalah kendaktahuan pelaksana
atas perubahan regulasi: NMisalnva saja,

masth ada Organisasi Peranghar Dacraby

(OPD) yang berbelanja diluar isian Dattar
Pelaksanaan angearan (DPA),

“Akhirnyavang erjadi, jika kepala
dinas rdak melihar isian DPA, orang
keuangan akan bingung unruk membuar
Surat Pertangpung Jawaban (SP}) belanja
karcna tdak ada dalam datrar DPA”
ungkapnva.

Kondist ini, kata Tokoh Korps
Alumnoi Himpunan Mahasiswa Lslam
(KNAHNI) Sumarra Bara ing, sering
memicu terjadinya kesalah pahaman atau
bahkan konflik antara bendahara
keuangan dengan kepala dinas terkait,

“Persoalan seperti int juga
menyebabkan sering terjadinya temuan
terkair aksi kecurangan dalam bentuk SPJ
Fiktif, maupun aksi mwark up harga tiket
pesawat atau booking kamar hotel
dalam setiap perjalanan dinas para ASN
atau bahkan anggota DPRI, jelasnya,

Afridian Wirahadi \himad
menjelaskan, sejak beberapa tahun
belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Rl telah dilengkapi kemampuan
serta kewenangan melacak data hunian
kamar hotel maupun booking tiket
pesawat vang dipesan dan dibavarkan
menggunakan anggardn negari,

“BPK bisa tahu siapa vang menyewa
kamar hotel. Jadi kalau misalnya dia
mengaku menginap di hotel mahal,
namun nyatanya menginap di hoiel
murah untuk mengakali kelebihan g
riketatau sewa hotel, semuanya akan bisa
cilihat dart davabase horel unghkapna.
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vang paling bay ak menjac Kasus emuan
BPK diberbagai dacrah. Aras dasar i,
para bendahara ke

sclalu berhati-hari scria o

mnean dacrah mesd

¢« dengan
perkembangan regalast Kevangan
terbara,

“Penggunaan aplikasi SIPD yvang
terintegrasi by spssew ini, bisa
mempersempir ruang tevjadinva berbagai
maodus gan perilako koruprif
pengeunaan anggaran SPJ aru perjidanan
dinas oleh  ASN maupun angeota
DPRID vang belakangao i banvak terjadi
diberbagai daerah,” jelasnya

Atridian menambahkan, sceua dengan
Peraturan Menteri Dalam Newverd (Per
mendagriy Nomor 79 tahun 2022,
pemerintah daerah juga telih dimung.-
kinkan untuk melakukan pengadaan
barang dan jasa menggeunakon karcu
kredit pemerintah.

Dijclaskannya, karru keedic peme-
rincah pada prinsipnya adalah dana
talangan bank vang bisa digunakan untuk
transakst pembavaran manakala suaru
posko anggaran belum bisa dicaickan

LCCUrdn

secara langsung
Sladi vdak ada fagt cerranya kasus
liserth di kantor ponerinihan yang

dipadambkan PLN Lintaran telat bavar
tagihan histrik karena belum dianggarkan
atau tidak ada uang, Scbal jika dibiarkan
It akan menggangou Livanaa publik.”
ungkapnya.

Atas dasar kebutahan ctisiensi dan
akuntabilitas penggunaan angearan
keuangan dacrah, Rektor Universitas
Muhammad Natsir YARSE Bukirringgi
ini menyvarankan kepala dacrah untuk
segera menggesa perumusan Perwako
atau Perbup tentang tata cara penggunaan
karwu kredit pemerintah.

“Jika Perbup atau Perwako telah ada,
sistem ini bisa diterapkan. Sebab bagai
manapun suatu regulasi baru bisa
dilaksanakan jika telab ada dasar hukum
vang mengarurnya,” pungkas Afridian
Wirahadi Ahmad mengakhiri. (h/fzi)




